FEMERINIAN RUVIA FEMAILANG SIANTAR

DINAS KESEHATAN

Jln. Sutomo N-u 246 Telap-un fﬂﬂEE}-ﬂlﬂﬂfl Fm{ (0622)-26014 PEMATANG SIANTAR

= ‘Websil | dirkes. pematangaiantar.go id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : gigo #34 /64}1 v 2023
TENTANG

STANDAR PELAYANAN FADA DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Menimbang

Mengingat
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KEFPALA DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANGSIANTAR

bahwa untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 25 tahun
2009 tentang Pelayanan Publik pasal 20 vang menyatakan sctiap
penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menctapkan dan
menerapkan standar pelayanan serta menetapkan maklumat pelayanan
dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara kebutuhan masyarakat
dan kondisi lingkungan |

bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatian kualitas dan kinerja
pelayanan sesual kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan
penyelenggara sehingra mendapat kepercayasn masyarakat maka perlu
disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan;

bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota
Pematang Siantar tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota
Pematang Siantar

Undang-Undang Darurat Momor 8 Tabun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi
sumatera Utara (Lembaran Negarma Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 1092 ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundeng-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor % Tahun 20135
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Megara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambakan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5494

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
divbah beberapa kali terakhir dengan Undan-Undang Nomor 11 Tahun
2020 temtang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
6573);



Menetapkan

FERTAMA

KEDUA

11

13

14

Undang-Undang Nomor 30 Tahun2014 tentang  Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56017

Feraturan Pemerintah Momor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Pematang Siantar dan Kabupaten
Daerah Tingkat IT Simalungun;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah sebagaimana telah diuhah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 20219 tentanpg Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan,
Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3233 Tahun 2017 tentang
Pengangketan Walikota dan Pemberhentian Wakil Walikota Pemalang
Siantar Provinsi Sumatera Utara;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan:

Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar;

Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor 29 Tahun 2022 tentang

Fenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh Tahun Anggaran
2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini digunakan sebagai
acuan bagi penyclenggara pelayanan dalam penyusunanpenetapan dan
penerapan Standar Pelavanan :

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu meliputi -

1. Pelayanan Berita Acara Izin Operasional Klinik;

2 Pelayanan Rekomendasi Sertifikat Latk Higiene Sanitasi (SLHS) Jasa
Boga/Catering;

3. Pelayanan Rekomendasi Sanitasi Depot Air Minum

4. Pelayanan Rekomendasi SIP Tenaga Keschatan dan Surai Terdafiar
Penychat Tradisional (STPT)

5. Pelayanan Berita Acara Izin Operasional Rumah Sakit

6. Pelayanan Berita Acara lzin Unit Transfusi Darah

7. Pelayanan Bernta Acara Pemeriksaan Cara Produksi Pangan yang Baik
Industri Rumah Tanga (CPPB-TRT):

8. Pelayanan Benita Acara Penilaian Kesesuaian Apotik;

9. Pelayanan Berita Acara Penilaian Kcscsuaian Toko Obat;

10. Pelayanan Surat Kematian;

11. Pelayvanan Surat Izin Penclitian;



KETIGA

REEMPAT

KELIMA

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua wajib
dilaksanakan penyelengpara‘pelaksana pelayanan yang merupakan penilaian
kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan
masyarakat dalam penyclenggaraan pelayanan publik;

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematang Siantar tahun 2023
Anggran pada Dinas Kesehatan:

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetaphkan
dengan ketentuan apabila dikemudian han terdapat kekeliruan dalam
penelapnnya akan diadakan perubahan sehagaimana mestinya |

DITETAPKAN DI : PEMATANGSIANTAR
1 Juwiz023

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;

Walikota Pematang Siantar schagai laporan;

Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar sebagai laporan;
Inspektur Kota Pematang Siantar,

Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematang Siantar;

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar,
Masing-masing yang bersanghutan;

Pertinggal

B



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR
NOMOR  :000%34 (6443 lu|2023
TANGGAL : |6 uw 201%

TENTANG : STANDAR PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG
SIANTAR TAHUN 2023

JENIS PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA PEMATANG SIANTAR

L Pelayanan Berita Acara Fzin Operasional Klinik

SERVICE DELIVERY

No Unsur Standar Pelayanan

1 Persyaratan * Profil Klimk yang meliputi Nama usaha, alamat, visi misi,
struktur organisasi dan waktu penyelenggaraan pelayanan):
Self Assesment Klinik:
Daftar Obat Obatan;

Daftar nama Sumber Daya Manusia (SDM) klinik:

Surat [zin Praktek (SIP) scmua tenaga kesehatan yang

bekerja di klinik:

* Penanjian kerjasama pembuangan limbah bahan berbahva
dan beracun (B3);

* Surat keterangan dari dinas kesehatan kabupaten /kota
mengenai  pertimbangan persctujuan pendirian klinik | |
opsional bagi klinik dengan perizinan baru);

» Sertifikat Standar usaha klinik atau Surat [zin Operasional
Elinik sebelumnya yang masih berlaku ( Opsional bagi
klinik dengan perpanjangan atau perubahan perizinan); j

* Surat Pernyataan penggantian badan hukum, nama klinik,
kepemilikan modal, jenis klinik dan atau alamat klinik yang
ditandatangani oleh pemilik klinik ( Opsional bagi klinik
dengan perubahan penizinan);

* Dokumen perubahan NIB (opsional bagi klinik dengan
perubahan perizinan terkait pergantian badan hukum );

* lzin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) ( Opsional bila
ada tenaga kerja warga asing (TK.-WNA);

« Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

Serotic —.| DPMPTSP (NIB)
v

Tirm tehinik

*

Verifikasi Lapangan

+
Berita Acara
'

DPMPTSPSP

2 | Prosedur/Alur
Pelavanan

1. Pelaku Usaha (P1J) mengajukan Nomor Induk Berusaha
(NIB);

2. Setelah terbit Pelaku Usaha (PU)mengajukan Permohonan
Sertifikat Standar (mengupload semua persvaratan ke
dalam OS3),

3. Tim Tehnik melakukan verifikasi dokumen;

4. lika lengkap Tim tchnik turen ke lapangan untuk
memenksa kelengkapan persyaratan;

5. Jika sudah sesuai Tim Tehnik mengeluarkan Berita Acars
(BA) dikinmkan ke Dinas Penanaman Modal dan

UK PRI [ = P 1 e R e N L




Wakiu pelavanan

3 Hari

Biaya/tarif

Gratis

m|=.n o f

Produk

Berita Acara lzin Opersional Klinik

Pengelolaan Pengaduan

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

. Loket Pengaduan Dinas Kesehatan
Tertuhs disampaikan ke Kotak Pengaduan
WA : DR1265681119

Online melalui website SPAN-LAPOR (www lapor o 1d)
Instagram : dinkes pematangsiantarofTicial
Website Dinas Keschatan
www.dinkes pematangsiantar.go.id

7. Facebook Dinas Kesehatan : Dinkes

S B L=

lantar

MANUFACTURING

7

Dasar Hukum

I. Peraturan Menteri Keschatan Repoblik Indoncsia Nomor 9 |

Tahun 2014 tentang Klinik,

2. Peraturan Menten Kesehatan Republik Indonesia Nomor
14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk
pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Resiko Sektor Kesehatan:

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 47 Tahun
2021 tentang Perumahsakitan

4. Peraturan Menieri Keschatan Repoblik Indonesia Nomor
03 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah
Sakit

50|

Sarana dan Prasarana

Meja
Alat wlis

Komputer/laptop
Wifi/paket data

Jumlah Pelaksana

Kepala Bidang - | orang
Tim Tehnik 3 orang

e e o o e

10

Kompetensi Pelaksana

analhc:rl:-umumkamdm@nhuk.mmh dan dapat menguasai
komputer

Pengawasan intemal

Pengawasan dilakukan berjenjang oleh petugas dari Dinas
Keschatan

12

Jaminan Pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan vang

sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SOP) serta didukung
oleh petugas yang berkompeten di bidang togasnya dengan
rilaku pelayanan yang ramah cepat terampil sopan dan santun

13

Jaminan Keamanan
Keselamatan Pelayanan

Maklumat Standar Pelayanan : Dengan ini kami menyatakan |

sanggup mm;ﬂ:l:nggamkan pelayanan sesuai standar pelavanan

yang telah ditetapkan dan siap menerima sanksi apabila tidak

hmm dengan ketentyan Peraturan Perundang-Undangan yang
laku

14

Evaluasi
Pelaksana

Kincrja

Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kepala Bidang, Koordinator
dan staf minimal | (satu) kali dalam 1 (satu) bulan

E Ketersediaan sarana pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini senantiasa dilakukan
uniuk perbaikan, menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan
dan kualitas pelayanan publik




'3 | Waktu pelayanan 7 hari kerja - '|
4 | Biava'tarif Gratis
5 | Produk Surat Rekomendasi  Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa
b= Boga/Catering
6 | Pengelolaan Pengaduan | Pengaduan dapat dilakukan melalui:
l. Loket Pengaduan Dinas Keschatan
! 2, Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan
3. WA : 0B1265681119
4. Online melalui website SPAN-LAPOR (www lapor. go.id)
3. Instagram : dinkes_pematangsiantarofficial
 Website Dinas Kesehatan : www dinkes pematangsiantar go id
= 7__Facebook Dinas Kesehatan : Dinkes Pematangsiantar
MANUFACTURING
7 | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Keschatan, | '
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
3. Peraturan Menten Keschatan Momor
80Menkes/PER/IL/1990 tentang Persyaratan Kesehatan
Hotel;
4. Keputusan Menteri Kesehatan MNomor
942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene
Sanitasi Makanan Jajanan
5. Keputusan Menter Kesehatan Nomor
942/Menkes/SK/VI2003 tentang Persyaratan Hygienen
Sanitasi Rumah Makan Restoran '
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1492 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan
Sekolah
7. Peraturan Menten K.esehatan Nomor
492/ Menkes PER/IV//2010 tentang Persvaratan Kualitas |
Air Minum;
8. Keputusan Menteri Eesehatan MNomaor
10659/ Menkes/Per/VI/2011 tentang Persyaratan Hygiene
Sanitasi Jasa Boga/Catering |
9. Peraturan Pemenntah RI Nomor 64 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di
Puskesmas;
11. Peraturan Menteri Kesehatan WNomor 17 Tahun 2020
tentang Pasar Sehat;
12. Peraturan Pemenntah Nomor 28 Tahun 200 tentang
Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;
13. Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sekior Keschatan,
8 | Sarana dan Prasarmana 1.Mgja
2.Alat tulis
3. Komputer/laptop
4 Printer
5. Kumpulan Peraturan yang berhubungan dengan rekomendasi
dan Laik Hygiene Kesehatan o
% | Jumlah Pelaksana 1. Petugas Dinas Keschatan 5 orang
s 2, Petugas Puskesmas 19 orang
10 | Kompetensi Pelaksana | 1. Mempunyai kompetensi baik pendidikan maupun keterampilan
di hidang profesi masing-masing
11 | Pengawasan internal Pengawasan dilakukan begenjang oleh petugas dan Dinas |
Kesehatan dan Puskesmas
|




12

Jammnan Pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan vang
sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SOP) serta didukung
oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasaya dengan perilaku

13

Jaminan Keamanan

Keselamatan Pelayanan

pelayanan yang ramah,cepat,lerampil,sopan dan santun

Maklumat Standar Pelayanan : Dengan ini kami menyatakan |

sanggup mmjrelmggarnkan pelayanan sesum standar pelavanan
yang telah ditetapkan dan siap menerima sanksi apabila tidak sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

14

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Dilakukan rapat vang dihadini oleh Kepala Bldangknnrdmmm
dan staf minimal | {satu) kali dalam 1 (satu) bulan

Ketersediaan sarana pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini senantiasa dilakukan
untuk perbaikan, menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan
dan kualitas pelayanan publik




L. PELAYANAN REKOMONDASI SERTIFIKAT LAIK SEHAT DEPOT ATR MINUM (DAM;)

SERVICE DELIVERY

Mo, Unsur

Standar Pelayanan

L Persyaratan e

Surat Permohonan
Foto Copy KTP yang masih berlaku
Peta situasi dan gambar denah bangunan.

Surat penunjukan penanggung jawab Rumah makan dan
Restoran

Fotocopy sertifikat Kursus Hygiene Sanitasi Makanan bagi
pengusaha/Penjamah Makanan,

Hasil Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan
Hasil Pemeriksaan Laboratorium

5 Prosedur/Alur
Pelayanan
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Pemohon mengajukan permohonan beserta kelengkapannya
Memeriksa kelengkapan administrasi permohonan.

Meminta petugas Puskesmas melakukan Inspeksi  Kesehatan
Lingkungan (1K L) ke tempat usaha

Menyerahkan hasil IKL ke petugas dinas

Meminta petugas Puskesmas mengambil sampel Air Depot dan
diperiksa ke Laboratorium (14 hari)

Menyerahkan hasil Laboratorium Ke Petugas Dinas

Pencetakan Surat Rekomondasi sekaligus paraf

Menyerahkan berkas dari Kasi kepada staf Penling untuk
pencetakan Surat Rekomondasi

Pengecekan kembali Surat Rekomondasi yvang sudah dicetak
kepada Kasi sekaligus Paraf

Pengecekan kembali Surat Rekomondasi vang sudah dicetak
kepada Kabid sckaligus paraf

Penandatangan Surat Rekomendasi oleh Kepala Dinas
Pengagendaan dan penomoran surat rekomondasi oleh petugas.
Petugas mengarsipkan salinan rckomondasi dan  rangkap
syaratnya




3 Waktu Pelayanan

21 Hari Kerja

4 Biaya / Tarif

Pengurusan Laik Sehat : Gratis
Pemeniksaan Laboratoriun ; Rp. 750.000,-

Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan

Pemeriksaan Karyawan

Hasil Pemeriksaan Laboratorium

Pencrbitan Rekomondasi sertifikat Laik Sehat Depot Air Minum

Pengelolaan
Pengaduan

P:ngaduan dapat disampaikan Pada

=P e LD

Loket Pengaduan Dinas kesehatan:

Tertuhs cisampaikan ke Kotak Pengaduan

WA 0B1265681119;

Online melalu website SPAN-LAPOR (www lapor oo 1l);
Instagram : dinkes pematangsiantarofficial;

Websile Dinas Keschatan :‘www dinkes pematangsiantar.go.id:
Facebook Dinas Keschatan : Dinkes Pematangsiantar

MANUFACTURING

7 Diasar Hukum

ol

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/ Menkes! Per/ 13X/
199 tentangSyarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Bersih

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651
{ MPP (Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air
Minum dan Perdagangannya

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/ Menkes/ Per/
VI/ 2010  tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air
Minum

Peraturan Menten Kesehatan Nomor
T36/MENKES/PER/VL2010, tentang Tata Laksana Pengawasan
Kualitas Air Minum Untukmencapai kualitas air minum sesuai
persyaratan yang ditetapkan harus dilakukan pengawasan
eksternal dan pengawasan internal

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013

tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan

Peraturan Menten Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Keschatan Lingkungan di Puskesmas
Peraturan Menteri Keschatan Nomor. 14 Tahun 2021 tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Scktor Keschatan

8 Sarmana dan Prasarana

W R

Meja

Alat Tulis

Kompater/Laptop

Printer

Kumpulan Peramran yang berhubungan dengan Rekomendasi
dan Laik Hygiene Kesehatan

9 Jumlah Pelaksana

=

Petugas Dinas Keschatan 5 Orang
Petugas Puskesmas 19 Orang

10. Kompetensi Pelaksana | ;

Mempunyai kompetensi baik pendidikan maupun keterampilan
di bidang profesi masing-masing.
Dapat berkomunikasi dengna baik, ramah dan santun




11.

Pengawasan Internal

|-

Pengawasa dilakukan berjenjang oleh Petugas Petugas Dan Dinas
Keschatan dan Petugas Puskesmas

12.

Jaminan Pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan vang sesuai
dengan Standar Prosedur Operasional (SOP), serta didukung oleh
petugas yang berkompeten i bidang tugasnya dengan prilaku
pelayanan yang ramah, cepat, terampil, sopan dan santun.

13.

Jaminan Keamanan
Keselamatan
Pelayanan

Maklumat Pelayanan: Dengan ini kami segemap jajaran Dinas
Keschatan menyatakan ; Siap bekerja dengan sungguh-sunguh untuk
melayani masyarakat, dengan pelayanan yang sesuai dengan standar
pﬂajrumnd:ngmk:ewaﬂtandanakanmelakukanmrhmkanmm
terus menerus, dan siap menerima sanksi  ataunmemberikan
kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standart

14,

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

*  Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kepala Bidang, Koordinator
dan Staf minimal | (satu) kali dalam 1(Satu) Bulan
Ketersediaan sarana pengukuran survei Kepuasan Masyarat
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini senantiasa dilakukan
untuk perbaikan, menjaga dan meningkatkan kincrja pelayanan
dan kualitas pelayvanan publik




IV. Rekomendasi Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan dan Surat Terdaftar Penyehat
Tradisional (STPT)

SERVYICE DELIVERY

No | Unsur Standar Pelayanan

| Persyaratan Surat Permohonan (dengan materai 10000)
Folocopi KTP vang masih berlaku

Fotocopi STR. yang masih berfaku

Fotocopi lzajah dan Transkrip

Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi

Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Kesehatan
Surat Keterangan Berbadan Schat

Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Medis (bagi praktik mandiri)
Surat Keterangan bahwa saya mempunyai tempal praktek (bagi prakiek
mandiri)

ourat Persetujuan dan atasan tempat bekera (bagi PNS)

Melampirkan fotocopi peserta aktif program JKN atau Kartu Peserta Akif BPIS
i | Prosedur/Alur "1

Pelayanan
e

. 8 ®F ®F B ¥ 8 % ¥

|.Mcnerima berkas permohonan

2.Memeriksa kelengkapan berkas administrasi permohonan

3.Mengagendakan permohonan ke Bagian Umum untuk
didisposisi oleh Kepala Dinas

4 Menenma disposisi dan persetujuan pembuatan
Rekomendasi izin dan Kepala Dinas

5.Mendisposisikan pembuatan Rekomendasi izin ke
Koordinator. Seksi SDM Keschatan

6 Menginstruksikan kepada Staf untuk mencetak surat
Rekomendasi izin

1.Pengecekan kembali Rekomendasi Surat Lzin yang telah
dicetak kepada Koordinator Seksi

8 Pengecekan kembali Surat Rekomendasi Lzin vang telah
dicetak kepada Kabid Yankes & SDK sekaligus diparaf

9.Penandatanganan Surat Rekomendasi [zin kepada Kepala Dinas
10.Pengagendaan dan penomoran Surat Rekomendasi [zin

1 PR, X, FEE [P T SR T O T I Ty e




[3 | Waktu

=

pelayanan 3 Har |
4 | Biaysfunf | Gratis S
5 | Produk Penerbitan Rekomendasi Surat [zin Praktik (SIP)Tenaga Keschatan dan Surat |

Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) |

6 | Pengelolaan

Pengaduan dapat dilakukan melalui:
1 Loket Pengaduan Dinas Kesehatan |
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan '
3. WA : 081265681119

4. Online melalui website SPAN-LAPOR (www lapor.go.id)
5, Instagram : dinkes ~ pematangsiantarofficial I
6. Website Dinas Kesehatan www_dinkespematangsiantar.go.id
7. Facebook Dinas Kesehatan : Dinkes Pematangsiantar

MANUFACTURING

|.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063):

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-
Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Praktik Keperawatan ;

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun2014 tentang Tenaga
Kcsehatan tentang Praktik Kesehatan Masyarakat,

4 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang, Pekerjaan Kefarmasian dan
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 889/ Menkes//PER/V/2011 tentang
Registrasi,lzin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana telah |
diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 tahun 2016 tentang
Perubahan Menteri Kesehatan RI Nomor 889/Menkes/PER/V/Z011 tentang
Registrasi lzin Praktik dan Izin Kerja,

5_ Peraturan Pemerintah Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
dan Peraturan Menteri Keschatan Republik Indonesia Nomor
880/ MENKES/PER/V/201 | tentang Registrasi, Lzin Praktik dan Izin Kerja
Tenaga Kefarmasian sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 2016 tentang Perubahan

Peraturan Menteri Keschatan Republik Indonesia Nomor
889/ MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja
Tenaga Kefarmasian,
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 Tahun 1996 tentang Tenaga
K eschatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2012 tentang lzin
dan Penyelenggaraan Pekerja Perawat |
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor |
1076Menkes/SK/VII/2003 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;
B.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/ MenkesPER/X/2011 tentang |zin
Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran |
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;
6 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaaan Perckam Medis;
0 Peraturan Menteri Kesebatan Republik Indonesia Nomor: 81 Tahun 2013
tentang penyelenggaraan pekerjaan Radiografer;
11 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:19 Tahun 2013
tentang penyelenggaraan pekerjaan RO
12.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2013
kentang Penyelenggaraan Pekerjaan Sanitarian,
13.Peraturan Menteri Kesehatan BRI Nomor 65 tahun 2015 tentang Standar
Pelayanan Fisioterapis,
4. Peraturan Menteri Keschatan RI Nomor 42 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
15 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Momor 45 Tahun 2017
Tentang Izin Prakiik dan Pelaksanaan Praktik Psikologi Klinis;
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B Sarana  dan 1. Meja
Prasarana 2. Alat tulis
3. Komputer/laptop
4, Wilvpaket data
S | Jumlah 1. Kepala Bidang : 1 orang
Pelaksana 1. Tim Tehnik  :3 orang
10 | Kompetensi Dapat berkomunikasi dengan baik, ramah, dan dapat menguasai komputer
Pelaksana
11 | Pengawasan | Pengawasan dilakukan berjenjang oleh petugas dari Dinas Kesehatan
internal
12 | Jaminan Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai dengan Standar
Pelayanan Prosedur Operasional (SOP) serta didukung oleh petugas vang berkompeten di bidang
tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah,cepat terampil sopan dan santun
13 | Jaminan Maklumat Standar Pelayanan : Dengan ini  kami menyatakan  sanggup
Keamanan menyelenggarakan pelayanan scsuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan siap
Keselamatan | menerima sanksi apabila tidak sesuai dengan ketentuwan Peraturan Perundang-
Pelayanan Undangan yang berlaku
14 | Evaluasi Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kepala Bidang Koordinator dan staf minimal |
Kinerja (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
Pelaksana

Kelersediaan sarana pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat
Evnl_uﬂ pencrapan standar pelayanan ini senantiasa dilakukan untuk perbaikan,

menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik




V. Pelayanan Berita Acara Izin Operasional Rumah Sakit

%SEHF]CE DELIVERY .
| No_| Unsur Standar Pelayanan
i 1 | Persyaratan 1. Profil Rumah Sakit
a. Visi dan Misi
| b.Lingkup Kegiatan
. c.Rencana Stratepi

d.Struktur Organisasi Rumah Sakit

& Perencanaan pemenuhanketersediaantenagakesehatandan non
kesehatan

f Perencanaan pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan alat
kesehatan { Jumlah, jenis dan spesifikasi)

g.Dokumen komitmen untuk melakukan akreditasi oleh lembaga
Akreditasi Rumah Sakit bagi Rumah Sakit baru

h.Surat keterangan kesesuaian peruntukan lokasi dan lahan serta
pertimbangan kebutuhan Rumah Sakit dari Dinas Kesehatan

i.Durasi pemenuhan Standar oleh pelaku usaha untuk perizinan

baru selama 2 tahun sejak NIB terbit

Persyaratan Khusus Usaha
I Feability Study /Studi Kelayakan (awal perizinan Usaha)
| Kajian Kebutuhan Pelayanan Rumah Sakit yang meliputi
a. Kajian Demografi
1 }.ajian Sosio-ckonomi
2)Kajian Morbiditas dan Mortalitas
3)Kajian Kebijakan Rumah Sakit
4)Kajian Aspek Internal Rumah Sakit
b. Kajian Kebutuhan Lahan, bangunan, prasarana, SDM
dan peralatan sesuai kriteria klasifikasi Rumah Sakit
¢. Kajian Kemampuan pendanaan/pembiayaan

2 Detail Enginerint

3 Master Plan

4 Dokumen /bukti uji fungsi dan /atau uji coba untuk alat
kesehatan baru

5 Dokumen kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib di
kalibrasi

Syarat Perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit

a lzin Operasional yg lama
b. Dokumen bukti akreditasi

¢. Self AssesmenRumahSakit vyang meliputi  jenis |

pelayanan, SDM, Peralatan dan sarana penunjang
d. Dokumenbukti wji fungsi dan /atau uji coba alat
kesehatan baru

c. Dokumen kalibrasi untuk alkes yang wajib kalibrasi

Durasi pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha selama 6
bulan,terhitung sejak diterbitnya izin perpanjangan aktifitas
Rumah Sakit



2 | Prosedur/Alur
Pelayanan

DPMPTSP (NIB)

|

Tirm tehnik

l

Verifikasl Lapangan

l

Berita Acara

B!

DPMPTSP

I. Pelaku Usaha (PU) mengajukan Nomor Induk Berusaha
(NIB),

2. Setelah terbit Pelaku Usaha (PUmengajukan Permohonan
Sertifikat Standar (mengupload semua persyaratan ke dalam
055},

3. Tim Tehnik melakukan verifikasi dokumen;

4. Jika lengkap Tim tehnik turun ke lapangan untuk memeriksa
kelengkapan persyaratan;

5. Jika sudah sesuai Tim Tehnik mengeluarkan Berita Acara
(BA) dikinmkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pematang Siantar

3 Waktu pelayanan 3 Hari
4 | Biaya‘tanf | Gratis
5 | Produk Berita Acara Izin Operasional Rumah Sakit
6 | Pengelolsan Pengaduan | Pengaduan dapat dilakukan melalui:
1.Loket Pengaduan Dinas Kesehatan
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan
3. WA : 081265681119
4 Online melalui website SPAN-LAPOR (www.lapor.so.d)
5.Instagram : dinkes pematangsiantarofficial
6.Websile Dinas Kesehatan : www.dinkespematangsiantar. go id
7 Facebook Dinas Keschatan : Dinkes Pematangsiantar
MANUFACTURING

7 Dasar Hukum

11 Meja

I. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 |
tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelenggaraan Penzinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor
Kesehatan

2, Peraturan  Pemerintah Republik Tndonesi Nomor 47 Tahun
2021 Tentang Perumahsakitan

3. Peraturan Menteri Kesehatan Repoblik Indonesia Nomor 03
Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

.......

2 Alst tulis
3. Kom p
4. Wifi/paket data

9 | Jumlah Pelaksana

I.Kepala Bidang : | orang
2.Tim Tehnik  : 3 orang




10

Kompetensi Pelaksana

1

Dapat berkomunikasi dengan baik, ramah, dan dapat menguasm
komputer

Pengawasan internal

12

Pengawasan dilakukan berjenjang oleh petugas dan Dinas
Fesehatan

Jaminan Pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang
sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SOF) serta didukung
oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan
perilaku pelaysnan yang ramah,cepat,terampil sopan dan santun

13

Jarminan Keamanan
Keselamatan Pelayanan

Maklumat Standar Pelayanan : Dengan ini kami menyatakan
sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan
yang telah ditctapkan dan siap menerima sanksi apabila tidak
sesual dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku

14

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kepala Bidang, Koordinator |

dan staf minimal | (satu) kali dalam | (satu) bulan
Ketersediaan sarana pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini senantiasa dilakukan
untuk perbaikan, menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan
dan kualitas pelayanan publik




VL. Pelayanan Berita Acara Izin Operasional Unit Transfusi Darah (UTD)

SERVICE DELIVERY
No | Unsur Standar Pelayanan =
1 | Persyaratan Dokumen izin yang lama (perpanjangan)

Profil Unit Transfusi Darah (UTD) (Nama Alamat, Visi
Misi, Struktur Organisasi dan Waktu Layanan Unit Tranfusi
Darah (UTD)

Dokumen Denah Bangunan

SA Unit Transfusi Darah { UTD) )

Kelengkapan Sarana Prasarana dan peralatan sesuai dengan
jemis kelas kemampuan Unit Transfusi Darah (UTD)
Daftar Kendaraan Unit Transfusi Darah (UTD)

Daftar jenis SDM sesuai dengan kelas kompetens: profesi
dan kewenangan pekerjaan

Dokumen Surat Izin Praktik (SIP) semus tenaga

Dokumen perjanjian kerjasama pembuangan limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3)

Prosedur/Alur
Pelayanan

DPMPTSP (NIB]
.
Tim tehnik

Verifikasi Lapangan

Pemohon |

v
Berita Acara

v

DPMPTSP

1.Pelaku Usaha (PU) mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB);

2. Setelah terbit Pelaku Usaha (PU)mengajukan Permohonan
E:Srg;‘im Standar (mengupload semua persyaratan ke dalam

3.Tim Tehnik melakukan verifikasi dokumen;

4 Jika lengkap Tim tehnik turun ke lapangan untuk memeriksa
kelengkapan persyaratan;

5.Jika sudah sesuai Tim Tehnik mengeluarkan Berita Acara (BA)
dikirimkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar

Waktu pelayanan

3 Han

Biaya/tarif

Gratis

Produk

Berita Acara lzin Operasional Unit Transfusi Darah {UTD))

P (7 T

Pengelolaan Pengaduan

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

|.Loket Pengaduan Dinas Kesehatan

2 Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan

I WA 081265681119

4.0nline melahn website SPAN-LAPOR (www lapor.go.d)

5. Instagram . dinkes _pematangsiantarofficial

6. Website Dinas Kesehatan : www.dinkespematangsiantar.po.id
7.Facebook Dinas Kesshatan : Dinkes Pematangsiantar




MANUFACTURING

Dasar Hukum

|.Peraturan Menten Kesehatan Repoblik Indonesia Nomor 83
Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah
Sakil dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14
tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor
Keschatan

Sarana dan Prasarana

1 Meja

2.Alat tulis

3. Komputer/laptop
4. Wifi/paket data

Jumlah Pelaksana

| . Kepala Bidang : 1 orang
2. Tim Tehnik  : 3 orang

Kompetensi Pelaksana

Dapat berkomunikasi dengan baik, ramah, dan dapat menguasai
komputer

Pengawasan internal

Pengawasan dilakukan berjenjang oleh pemgas dani Dinas
Kesehatan

Jaminan Pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan vang
sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SOP) serta didukung
olch petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan
perilaku pelayanan yang ramah cepat terampil sopan dan santun

13 | Jaminan Keamanan | Maklumat Standar Pelayanan : Dengan ini kami menyatakan
Keselamatan Pelayanan | sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan
yang tclah ditetapkan dan siap menerima sanksi apabila tidak
sesual dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku
14 | Evaluasi Kinenja » Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kepala Bidang Koordinator
Pelaksana dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan

Ketersediaan sarana pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini senantiasa dilakukan
untuk perbaikan, menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan
dan kualitas pelayanan publik




VIL Pelayanan Berita Acara Pemeriksaan Cara Produksi Pangan yang Baik Industri

Ruomah Tanga (CPPB-IRT)
"SERVICE DELIVERY i |
No | Unsar Standar Pelayanan =
1 Persyaratan Surat Permohonan
Fotokopi KTP

Pas Photo herwamna ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar |

Fotokopi akta pendirian perusahaan kecuali bagi |

perorangan |

« Momor Induk Berusaha (NIB)

« Fotokopi Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan

s Surat Pernyataan bersedia menanggung biaya pemerksaan
laboratorium hasil pemeriksaan sarana produksi pangan dan
produk  produksi pangan dan produk produksi pangan
industri rumah tangga yang memenuhi syarat,

¢ Label Pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan

+ Rancangan Etiket

Data Produk

Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dami |

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematanag siantar

2 Prosedur/Alur
Pelayanan Pemohon |[———* DPMFTSPMB]]

L

Tim Tehnik

l

Verifikasi Lapangan

|

Berita Acara

l

DPMPTSP

1. Pelakn Usaha (PU) melalui website OS5 atau datang ke |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Kota Pematang Siantar m‘nul-:
mengurus Nomor Induk Berusaha (NTB);

7. Setelah NIB terbit Pelaku Usaha (PU) login ke aplikasi

SPP-IRT mengunggah data produk,upload rancanagan

label, pernyataan komitmen;

Tim Tehnik melakukan venifikasi dokumen,

Jika lengkap Tim tehnik turun ke lapangan untuk

memeriksa  kelengkapan  persyaratan  (mengikuti

penyuluhan keamanan panganmemenuhi persyaratan

CPPB-TRT memenuhi ketentuan label selama 3 bulan);

Jika sudah sesuai Tim Tehnik mengeluarkan Berita Acara (BA)

dikirimkan k¢ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pematang Siantar

g bt




| Waktu pelayanan

| Han

Biaya/tarif

(rratis

Ly | o | Bad

Berita Acara Pemeriksaan Cara Produksi Pangan yang Baik
Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT)

Pengelolaan Pengaduan

Pengaduvan dapat dilakukan melalu:
| Loket Pengaduan Dinas Kesehatan .
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan

3 WA ;- DB1265681119

4.0nline melalui website SPAN-LAPOR (www lapor go.id]
5.Instagram : dinkes _pematangsiantarofficial

6.Website Dinas Keschatan : www.dinkespematangsiantar, go.id
7.Facebook Dinas Kesehatan : Dinkes Pematangsiantar

I. Peraturan Menteri Kesehatan Repoblik Indonesia Nomor |
14 Tahun 2021 temtang Standar Kegiatan Usaha dan
Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko Sektor Kesehatan;

2. Peraturan BPOM Nomor HE.03.1.23.04.12.2206 tahun
2012 tentang CPPB-IRT

3. Peraturan BPOM Nomor HE.03.1.23.04.12.2207 tahun
2012 tanggal 5 April 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan
Sarana Produksi PIRT

4. Peraturan Badan pengawas Obat dan Makanan Nomaor 22
Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

5. PERBPOM Momor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan
Olahan,

Sarana dan Prasarana

1.Meja

2.Alat tulis

3. Komputer/laptop
4 Wifi/paket data

Jumlah Pelaksana

|.Kepala Bidang - 1 orang
2.Tim Tehnik  : 3 orang

Kompetensi Pelaksana

- Memahami peraturan terkart Industri Rumah Tangga Pangan

- Memahami konsep CPPB-IRT

- Telah mengikuti Pelatihan PKP/DFI
- Dapat berkomunikasi dengan baik,ramah dan dapat menguasai
komputer

Pengawasan intemal

Jaminan Pelayanan

Pengawasan dilakukan berjenjang oleh petugas dari Dinas
Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan vang
sesual dengan Standar Prosedur Operasional (SOP) serta didukung
oleh petugas yang berkompeten di bidang tupasnya dengan
perilaku pelayanan yang ramah,cepat,terampil sopan dan santun

Jaminan Keamanan

Rahasia dokumen pelaku usaha terjamin,personi] yang kompoten

Kesclamatan Pelayanan | dan peralatan standar
14 | Evaluasi Kinerja @ Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kepala Bidang, Koordinator
Pelaksana dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 (=atu) bulan

Eetersediaan sarana pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini senantiasa dilakukan |

untuk perbaikan, menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan
 dan kualitas pelayanan publik =4 |




VIIL Pelayanan Berita Acara Penilaian Kesesuaian Apotik

| SERVICE DELIVERY
| No_| Unsur Standar Pelayanan |
| Persyaratan * Fotokop: KTP Apoicker Fﬁngelnln (APA) dan Pemilik

Sarana Apotik (PSA) serta Surat Pemyatsan Tempat

Tinggal sccara nyata dari Apoteker,

Fas Foto berwarna Apoteker Pengelola Apotik (APA) dan

Pemibk Sarana Apotik (PSA) ukuran 4x6 cm masing-

masing sebanyak 2 (dua) lembar;

Fotokopt Surat Izin Praktek Apoteker

Fotokopi NFWP Apoteker dan Pemilik Sarana Apoteker

(PSAY

Nomor Induk Berusaha (NIB);

Fotokopi sertifikat tamahbangunan atau akte vang

menyatakan status hak milik/sewakontrak atas bangunan

yang digunakan untuk lokasi apoiek;,

Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dari

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar:

Akte Perjanjian Kerjasama antara Apoteker Pengelola

Apaotik (APA) dengan Pemilik Sarana Apotik (PSA) (untuk

pelaku usaha non perseorangan) dan salinan Akta Perseroan

Terbatas, Yayasan dan atau Koperasi;

Surat Izin Apotik (SIA) ashi vang lama (khusus untuk

perpanjangan izin Apotik},

Aslh dan fotokopi Denah Bangunan Apotik;

Daftar Asistan Apoteker dilengkapi dengan Fotokopi ijazah

dan fotokopi Surat Lzin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian

(SIPTTK).

Daftar terperinci peralatan dan perlengkapan sarana Apaotik;

Surat Pemyataan dari Apotcker Pengelola Apotik (APA)

bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan

tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotek (APA) pada

Apotek lainnya;

Surat Pemyataan dari Pemilik Sarana Apotek (PSA) bahwa

tidak terlibat pelanggaran perUndang-Undangan di bidang

obat-obatan

sural Kelerangan Berbadan Sehat Apotcker Pengelola

Apotek (APA) dan Rumah Sakit Pemerintah untuk

melaksanakan tugasnya;

Khusus untuk [zin Apotek Pergantian Apoteker Pengelola

Apotek wajib melampirkan '

a. Berita Acara Serah terima antara Apoteker Pengelola
Apotek yang lama dengan Apoteker Pengelola yang
baru;

b. Lampiran daftar obat yang dialihkan dari Apoteker
Pengelola Apotek yang lama dengan Apoteker
Pengelola Apotek vang baru;

Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi katan Apoteker

Indonesia (IAl) Kota Pematang Siantar;

Berita Acara Penilaian Kesesusian Apotek dari Dinas

Kesehatan Kota Pematang Siantar.




Prosedur/Alur

s _.l nr-mlrrsp

I Tim tehnik |

S S—

Verifikasi Lapangan

h

Berita Acara

.

DPMPTSP

1 Fdak}u Usaha (PU) mengajukan Nomor Induk Berusaha
(NIB);

2. Setelah terbit Pelaku Usaha (PU ymengajukan Permohonan
Perizinan (mengupload semua persyaratan ke dalam 05S);

3. Tim Tehnik melakukan verifikasi dokumen:

4. lika lengkap Tim tehnik turun ke lapangan untuk
memeriksa kelengkapan persyaratan;

5. lika sudah sesuai Tim Tehnik mengeluarkan Berita Acara
{BA) dikirimkan ke Dinas Penanaman Modal dan |
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar,

Walktu pelayanan

3 Hari

Biaya/tanf

Giratis

Produk

oh b | b LD

Pengelolaan Pengaduan

| Berita Acara Pemilatan Kesesuaian lzin Apotek

MANUFACTURING

7.Facebook Dinas Keschatan : Dinkes Pematangsiantar -

Pengaduan dapat dilakukan melalui-

1. Loket Pengaduan Dinas Keschatan

2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan

3 WA 081265681119

4.Online melalui website SPAN-LLAPOR {worw lapor. go 1d)
5. Instagram | dinkes pematangsiantarofficial '
6. Website Dinas Kesehatan : www.dinkcspematangsiantar go.id

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Kesehatan Repoblik Indonesia nomar
73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di
Apotek;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 |
tahun 2017 tentang Apotek;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Produk pada Penyelengparaan Perizinan Berusaha
Berhasis Resiko Sektor Kesehatan.

Sarana dan Prasarana

1.Meja

2.Alat tulis
3 Komputer/laptop |
4. Wifi/paket data

Jumlah Pelaksana

1. Kepala Bidang : 1 orang
2.Tim Tehnik  : 3 orang

Kompetensi Pelaksans

WWW&&,MM@[mMﬁi



Pengawasan internal

Pengawasan dilakukan berjenjang oleh petugas dari Dinas
Keschatan

Pelaksana

12 | Jaminan Pelayanan Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang
sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SOP) serta didukung
oleh petugas yang berkompeten di hidang tugasnyva dengan

| perilaku pelayanan vang ramah, cepat terampil sopan dan santun

13 | Jaminan Keamanan | Rahasia dokumen Pelaku Usaha terjamin, personil yang kompeten

. Keselamatan Pelavanan | dan peralatan yang standar
14 | Evaluasi Kinerja o Dilakukan rapat yang dihadini oleh Kepala Bidang, K oordinator

dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan

t Ketersediaan sarana pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat
Ewvaluasi penerapan standar pelayanan ini senantiasa dilakukan

untuk perbaikan, menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

dan kualitas pelayanan publik




IX.

Pelayanan Berita Acara Penilaian Kesesuaian Toko Ohat

SERVICE DELIVERY

No

Unsur

Standar Pelayanan

1

| Persyaratan

Prosedur/Alur
Pelayanan

Fotokopi KTP Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) dan
Pemilik Sarana Toko Obat (PSTO) serta Surat Pernvataan
Tempat Tinggal secara nyata dari Tenaga Teknis
Kefarmasian;

Pas Foto berwama Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) dan
Pemilik Sarana Toko Obat (PSTO) ukuran 4x6 cm masing-
masing sebanyak 2 (dua) lembar;

Fotokopi Surat Izin Praktk Tenaga Teknis Kefarmasian
(SIPTTE);

Fotokopi NPWE TTK dan Pemilik Sarana Toko Obat:
Fotokopt sertifikat tanahbangunan atau akte vang
menyatakan status hak milik/sewakontrak atas bangunan
yang digunakan untuk lokasi Toko Obat;

Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dari
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar;

Surat Penanjian Kerjasama antara Tenaga Teknis
Kefarmasian (TTK) dengan Pemilik Sarana Toko Obat

(PSTO) (untuk kepemilikan non perseorangan) vang

dilengkapi materai);

Salinan akta Pendirian Perseroan Terbatas, Yayasan dan
atau Koperasi,

Surat Izin Toko Obat (SITO) asli yang lama (khusus untuk
perpanjangan [zin Toko Obat)

Surat Pernyataan dan Pemilik Sarana Toko Obat (PSTO)
bahwa tidak terlibat pelanggaran PerUndang-Undangan di
bidang Obat-ohatan;

Surat Keterangan Berbadan Sechat Tenaga Teknis
Kefarmasian (TTK) dari rumah Sakit Pemerintah untuk
melaksanakan tugasnya,

Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Ikatan Tenaga
Teknis Kefarmasian Kota Pematang Siantar,

Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NTR);

Berita Acara Penilaian Kesesuaian Toko Obat dari Dinas
Keschatan Kota Pematang Siantar,

Permahan ——hI DPMPTSP (NIB)

v

Tim tehnik




I.Pelaku Usaha (PU) mengajukan Nomor Induk Berusaha |
(NIB),

2.Setelah terbit Pelaku Usaha (PU)mengajulkan Permohonan |
Perizinan (mengupload semua persyaratan ke dalam 0SS);

3.Tim Tehnik melakukan verifikasi dokumen;

4 Jika lengkap Tim tehnik turun ke lapangan untuk memeriksa
kelengkapan persyaratan,

5.Jika sudah sesuai Tim Tehnik mengeluarkan Berita Acara (BA)

dikirimkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

satu Pintu (DPMPTSF) Kota Pematang Siantar

Wakiu pelayanan

3 Hari

Biaya/tanf

[ 4 LI -

Gratis

Produk

Benta Acara Penilaian Kesesuaian [zin Toko Obat

Pengelolaan Pengaduan

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

|.Loket Pengaduan Dinas Kesehatan

2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan

3.WA : 081265681119

4.Online melalui website SPAN-LAPOR (wvow lapor go id)
5.Instagram : dinkes_pematangsiantarofficial

6. Website Dinas Keschatan : www.dinkespematangsiantar go.id
| 7.Faccbook Dinas Keschatan : Dinkes Pematangsiantar

MANUFACTURING

T

Dasar Hukum

1. Keputusan Menteri Kesehatan Repoblik Indonesia nomor
1331 Tahun 2002 tentang Pedagang Fceran Obat.

2. Peraturan Menten Kesehatan Republik Indonesia Nomor
73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di
Apotek;

3. Peraturan Menieri Keschatan Republik Indonesia Nomaor |
14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan [Jsaha dan
Produk pada Penyelenggarnan Perizinan Berusaha
Berhasis Resiko Sektor Keschatan.

Sarana dmﬁ'rma

1.Meja
2.Alat tulis

4 Wifi/paket data

Jumlah Pelaksana

|.Kepala Bidang - 1 orang
2.Tim Tchml‘. . 3 orang

10

Kompetensi Pelaksana

Dapat berkomunikasi dengan baik, ramah, dan dapat menguasa
komputer

11

Pengawasan internal

Pengawasan dilakukan berjenjang oleh petugas dan Dma.s-
Kesehatan

il' 12

Jaminan Pelayanan

[]mn.gudknu dalam kualitas layanan dan produk layanan vang
sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SOP) serta didukung
olch petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan
perilaku pelayanan yang: ramah, cepat terampil sopan dan santun

13

Jaminan Keamanan
Keselamatan Pelayanan

Rahasia dokumen Pelaku Usaha terjamin, personil yang kompeten
dan peralatan yang standar

14

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

m Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kepala Bidang Koordinator |

dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan

E Ketersediaan sarana pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini senantiasa dilakukan |

untuk perbaikan, menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

dan kualitas pelayanan publik




X. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kematian

SERVICE DELIVERY

N
o

Unsur

Standar Pelayanan

1

Persyaralan

» Sural pengantar dan RT/RW atau Lurah
* Foto copy KTF yang masih berlaku
* No Hp yang aktif

Prosedur/Alur Pelayanan

T
Pemohon |———® RT/RW

Kantor Lurah

Petugas Dinas

Kepala Dinas

Petugas Dinas

b

Pemaohon

|, Bila ada masyarakat vang meninggal di rumah.yang

sclanjuinya diterangkan kebenarannya oleh RT/RW atau lurah |
setempat dengan menerbitkan pengantar surat kematian;

2 Keluarga membawa surat pengantar dari RT/RW atau lurah .
tersebut ke Kantor Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar;

3. Surat keterangan kematian diterima oleh petugas Dinas
Eesehatan Kota Pematang Siantar;

4 Pctugas Dinas Keschatan mengeluarkan surat keterangan
kematian denpan formulir yang sudah ditetapkan;

5.Kepala Dinas memeriksa isian formulir dan melengkapi dengan
tanda tangan,nama lengkap dan stempel; .

6.5urat keterangan kematian yang sudah ditandatangani oleh -
Eepala Dinas diserahkan kepada keluarga. g

Waktu pelayanan

1 jam

Biaya/tarif

(Gratis

Surat Keterangan Kematian !

O | L | ol | Led

Pengelolaan Pengaduan

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

Loket Pengaduan Dinas Kesehatan
Tertuhs disampaikan ke Kotak Pengaduan
WA - OB1265681119

Online melaln website SP4N-LAPOR (www. lapor poad)
Instagram : dinkes pematangsiantar -
Website Dinas Kesehatan

www. dinkespematangsiantar. go.id

7. Facebook Dinas Kesehatan : Dinkes Pematangsiantar

TR



MANUFACTURING ) :

' 7 | Dasar Hukum 1. Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

I I. Kependudukan

2. Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

3. Surat Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kemenfrian Dalam Negeri No 472.12/932/Dukcapil
tentang penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang

sudah lama terjadi.
8 | Sarana dan Prasarana 1. Meja
2. Alat tulis
3. Komputer/laptop
4, Printer
9 | Jumlah Pelaksana Dinas Keschatan |

| 10 | Kompetensi Pelaksana | Dapat berkomunikasi denigan baik, ramah dan santun .
11 | Pengawasan internal Pengawasan dilakukan bemenjang oleh petugas dar Dinas
- Keschatan dan petugas Puskesmas
12 | Jaminan Pelayanan Diwujudkan dalam kualitss layanan dan produk layanan yang
sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SOP) serta didukung
olch petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan
perilaku pelayanan yang ramah,cepat terampil sopan dan santun 1
13 | Jaminan Keamanan | Maklumat Standar Pelayanan @ Dengan ini kami menyatakan
Kesclamatan Pelayanan | sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan
yang telah ditetapkan dan siap menerima sanksi apabila tidak
sesuni dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang |

] berlaku
14 | Evaluas Kinerja o Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kepala Bidang,Koordinator |
. Pelaksana dan staf minimal 1 (satu) kali dalam 1 (=atu) bulan .

E Ketersediaan sarana pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini senantiasa dilakukan
untuk perbaikan, menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan
dan kualitas pelayanan publik _ I




X1 Pelayanan Penerhitan Surat Izin Penelitian

SERVICE DELIVERY '
N | Unsur Standar Pelayanan
o
1 | Persyaratan = Surat permohonan penclitian dari Kampus vang b-nmmgkmnn_'
yang ditujukan kepada Dinas Keschatan Kota Pematang
Siantar
. * Proposal Penelitian
' 2| Prosedur/Alur Pelayanan
Pembhion ; Hece-prnnis
|
Sekretaris
Kasubbag Program
Staf !
R |
i e Kasubbag Program
Staf I
# .
Pemohon ;

1. Pemohon menyerahkan surat permintasn  untuk |

mengadakan penelitian  kepada reseptionis  Dinas
Keschatan;

2. Reseptionis [hnas Keschatan mencatat surat permohonan
1zin penelitian ke dalam agenda surat masuk;

3. Sekretaris Dinas Kesehatan mendisposisi  surat
permohonan izin penelitian kepada Kasubbag Program:

4. Kasubbag Program memerintahkan staf untuk pembuatan |

dokumen izin penelitian,
5. Stal menyiapkan format dokumen izin penelitian;
6. Staf mempersiapkan bahan SPJ dokumen izin penelitian;
7. Staf melakukan entry dokumen izin penelitian;
8. Staf melakukan evaluasi terhadap izin penelitian;
9

. Staf mencetak izin penelitian dan menyerahkan kepada |

Kasubbag untuk diperiksa;
10. Kasubbag memenksa dokumen izin penelitian;

11, Kasubbag menyampaikan dokumen izin penelitian kepada |

Kepala Dinas untuk ditandatangani;
12. Kepala Dinas menandatangani dokumen izin penelitian;
13. Staf menyerahkan dokumen izin peneliban kepada
pemohon.



4
3
6

Wa
B 1y mnf Gnm
P

ktu pelavanan 1 har

roduk , | Surat lzin Penelitian

Pengelolaan Pengadusn | Pengaduan dapat dilakukan melalui:
1 Loket Pengaduan Dhnas Kesehatan
2 Teruhs disampaikan ke Kotak Pengaduan
| 3. WA :0B1265681119
4 Onling melalu website SPAN-LAPOR (vwww fapor go 00y
3 Instagram : dinkes pematangsiantar
6 Website Dinas Kesehatan | www.dinkespematangsiantar, go.id
7 Facebook [hinas Kesehatan * Dinkes Pematangsiantar

MANUFACTURING

| 7

Dasar Hukum | 1.Undang-Undang Momor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Masional Penelinan, Pengembangan dan Penerapan limu
Pengetahuan dan Teknolog;

' 2 Peraturan Menten Dalam Megen Nomor 20 Tahan 2011
tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan
Kementerian Dalam Negen dan Pemenntah Daerah,

3. Peraturan Kementerian Dalam Negen (Permendagri ) Nomor 3
tahun 2018 tentang Penerbitan Surat eterangan Penelitan

8

o

| Sarana dan Prasarana 1. Mgja

2. Alat tuhs

| 3. Komputer/laptop
I 4. Printer

Jumlah Pelaksana Fetugas [hinas Keschatan 1 orang

1D

Kompetensi Pelaksana | Dapat berkomunikasi dengan baik, ramah dan santun

Pengawasan intemal Pengawasan dilakukan berjenjang oleh petugas dan Dinas
Kesehatan

|I2
I

| Jaminan Pelayanan Diwwjudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan vang
sesual dengan Standar Prosedur Operasional (SOP) serta didukung
oleh petugas vang berkompeten di bidang tugasnya dengan
| perilaku pelayanan yang ramah,cepat terampil sopan dan santun

13

14

Jaminan Keamanan | Maklumat Standar Pelayanan - Dengan im kami menyatakan
Keselamatan Pelayanan | sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelavanan
yang telah ditetapkan dan siap menerima sanksi apabila tidak
sesual dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan vang
| berlaku
- Evaluasi Kinerja » Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kepala Subbagian dan staf
| Pelaksana minimal 1 (satu) kali dalam | (satu) bulan
E Ketersediaan sarana pengukuran Surver Kepuasan Masyamakat
Evaluasi pencrapan standar pelavanan ini senantiasa dilakukan
untuk perbaikan, menjaga dan meningkatkan kinerja pelavanan
dan kualitas pelayanan publik

Pit KEPALA DINAS KESEHAT AN
KOTA PEMATANGSIANTAR

dr. Yuhiana Sars Ertka Kurniawati MEM
PEMRINA
WIP. 197307042005022001



